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MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG 

PRIBADI 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI KANTOR HTC 

TRAINING & CONSULTING) 

Siwi Arumsari 

Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

ABSTRAK 

Pajak merupakan sarana utama dalam peredaran uang negara untuk 

mendapatkan sumber dana yang akan memperlancar terlaksananya tugas dan 

tanggung jawab negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu pajak 

yang dipungut adalah Pajak Penghasilan yang pemungutannya dilakukan 

menggunakan Self-Assassement Sistem dimana Wajib Pajak harus menghitung dan 

melaporkan pajaknya sendiri. Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki 

kewajibannya dalam menghitung dan melaporakn pajak penghasilan tahunannya 

kepada pemerintah. Pelaporan ini dapat dilakuakn secara manual, e-filling, maupun 

e-form. Pajak Penghasilan Tahunan orang pribadi dilaporkan dengan formulir 

masing-masing sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sesuai dengan ketetentuan yang 

berlaku. Formulir yang disediakan diantaranya adalah Formulir 1770, 1770S, dan 

1770SS. Formulir 1770 ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 

pendapatan atau penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan yang 

dikenakan PPh Final, dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.  

Kata kunci: pajak penghasilan, KUP, Formulir 1770 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Dasar Pemikiran Magang  

Dalam sebuah kehidupan negara terdapat perputaran uang di dalamnya. 

Di mana hal ini terjadi karena adanya tugas dan tanggung jawab negara kepada 

masyarakatnya. Tugas dan tanggung jawab sebuah negara kepada rakyatnya 

tertuang dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia.  

Tugas dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk beberapa 

kegiatan di antaranya adalah menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang 

memadai, menciptakan suasana politik yang dinamis dan demokrasi, 

menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat, menciptakan keamanan negara 

yang kuat, dan kegiatan yang lainnya. Hal ini diwujudkan negara secara 

bertahap dan terencana yang dituangkan dalam APBN dan APBD. Dan untuk 

memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan dana yang cukup.  

Pajak merupakan sarana utama dalam peredaran uang negara untuk 

mendapatkan sumber dana yang akan memperlancar terlaksananya tugas dan 

tanggung jawab negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Dilansir dari 

laman Direktorat Jenderal Pajak, pajak merupakan kontribusi yang harus 

dilakukan untuk negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan yang 

bersifat paksaan dan didasarkan pada Undang-Undang, serta tidak memperoleh 
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balasan dengan cara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi 

kemakmuran rakyat. 

Salah satu pajak yang dipungut untuk disetorkan kepada kas negara 

adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dibebankan atas penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Setiap negeri memiliki masing-

masing sistem pemungutan dan tarif pajak penghasilan yang berbeda. Sistem 

pemungutan untuk pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah Self-

Assessment system. Self-Assessment system merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan 

pajak terutang mereka sendiri (Mardiasmo, 2018). Self-Assessment system 

mulai diberlakukan di Indonesia tahun 1968 ditandai dengan keluarnya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, pada 

pasal 1 menyatakan bahwa “Dengan Undang-Undang ini diubah dan 

disempurnakan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 

1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri 

(M.P.S) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O).” 

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan perhitungan 

pajaknya yaitu berupa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan secara 

teratur. Pajak yang telah diperhitungkan dilaporkan dalam bentuk Surat 

Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan Pajak yang selanjutnya disebut 

SPT merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

perhitungan dan atau/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
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pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Mardiasmo, 2018).  

Pelaporan SPT Wajib Pajak bisa dilaksanakan secara manual, e-filing, 

dan e-form. Pentingnya melaksanakan kewajiban wajib pajak menghitung dan 

melaporkan pajaknya melatarbelakangi pengambilan judul tugas akhir 

“MEKANISME PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPH 

ORANG PRIBADI 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI KANTOR 

HTC TRAINING & CONSULTING)” sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan Pendidikan Diploma (DIII) dan mendapatkan gelar ahli madya 

di Universitas Islam Indonesia.  

1.2.Tujuan Magang  

Tujuan dilaksanakan magang adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui mekanisme penyusunan SPT Tahunan Manual PPh orang 

pribadi formulir 1770.  

2. Mengetahui Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku di 

Indonesia  

1.3.Target Magang 

Target dilaksanakan magang adalah mampu menghitung dan melaporkan 

SPT PPh orang pribadi dengan formulir 1770. 
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1.4.Bidang Magang  

Pelaksanaan magang dilakukan di HTC Training & Consulting dengan 

tugas meliputi 

1. Membuat laporan keuangan sebuah CV yang bergerak di bidang tekstil.  

2. Menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770 

1.5.Lokasi Magang  

Nama Perusahaan  : HTC Training & Consulting 

Alamat : Jalan Parasamya Ruko No.4, Beran Lor, Tridadi, Sleman, 

DIY 

Kode Pos  : 55511 

Nomor Telepon : (0274) 2885536 

 
Sumber: https://www.google.com/maps 

  

https://www.google.com/search?q=htc+training+%26+consulting&oq=HTC+&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j69i57j0l2j46i175i199j0i433j0l3.1185j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1.6.Jadwal Magang 

Jadwal pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 

sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. Pelaksanaan magang dijadwalkan 6 hari 

dalam satu minggu. Magang dilaksanakan sesuai dengan prosedur Kantor HTC 

Training & Consulting. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut mengartikan 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Selain itu beberapa ahli juga mendefinisikan pajak. Menurut Prof. 

Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak diartikan sebagai sejumlah uang yang 

dibayarkan rakyat kepada kas negara berlandaskan undang undang di mana 

dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat 

diperlihatkan langsung dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo, 2018). Lalu pengertian tersebut disempurnakan, bahwa 

pajak merupakan perpindahan harta yang bersumber dari rakyat ke kas 

negara yang dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran rutin dan 

“surplus”-nya dan juga sebagai public saving yang merupakan sumber 

utama untuk mendanai public investment” (Resmi, 2017). 
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Dalam (Resmi, 2017) juga dijelaskan pengertian beberapa ahli. 

Salah satunya dalam (Resmi, 2017) dijelaskan juga definisi pajak dari Dr. 

N.J Feldmann bahwa pajak merupakan prestasi yang didesak secara sepihak 

dan yang seharusnya dibayarkan kepada penguasa (berdasarkan norma-

norma yang ditetapkan secara umum), dengan tidak adanya kontraprestasi, 

dan semata-mata dimanfaatkan untuk mencukupi pengeluaran umum. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dihasilkan kesimpulan bahwa 

pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan dan bersifat memaksa 

kepada kas negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dimana masyarakat tidak merasakan timbal balik secara langsung. Selain itu 

pajak juga dipungut untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum 

negara.  

2.2 Fungsi Pajak  

Pajak memiliki dua fungsi, menurut (Resmi, 2017) dua di antara 

fungsi pajak adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair 

Fungsi Budgetair secara singkatnya merupakan modal keuangan 

negara. Di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah 

yang dimanfaatkan untuk membayar belanja negara, baik pengeluaran 

rutin maupun pengeluaran pembangunan.  
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2. Fungsi Regulerend 

Fungsi Regulerend menjelaskan pajak sebagai pengatur. Di mana 

pajak berfungsi sebagai alat pengatur dalam menjalankan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk meraih tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan.  

2.3 Jenis-jenis pemungutan pajak 

Menurut (Resmi, 2017) terdapat tiga macam sistem pemungutan 

pajak yang meliputi: 

1. Official Assessment System  

Dalam sistem ini aparatur perpajakan negara (fiskus) memegang 

peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak, sedangkan wajib 

pajak bersifat pasif. Official Assessment System merupakan sistem 

pemungutan pajak di mana kegiatan menghitung serta memungut 

dilakukan sepenuhnya oleh aparatur perpajakan negara.  

2. Self-Assessment System  

Self-Assessment System adalah sistem yang bertolak belakang 

dengan official assessment system, di mana peran aparatur perpajakan 

negara (fiskus) sangatlah kecil yaitu sebagai pengawas. Self-Assessment 

System merupakan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib 

pajak dapat menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan 

yang sedang berlaku, serta membayarkan pajaknya sendiri.  

  



9 

 

3. Withholding System  

Pada withholding system peran penting dipegang oleh pihak ketiga, 

pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pihak pemerintah 

maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini menunjuk pihak 

ketiga untuk menetapkan besarnya nilai pajak yang harus dibayar oleh 

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.4 Jenis-Jenis Pajak 

Menurut (Resmi, 2017). pajak diklasifikasi menjadi 3 kelompok 

yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pajak, yaitu klasifikasi 

berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga pemungut. Berikut penjelasan 

mengenai klasifikasi jenis pajak:  

1. Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang dicurahkan kepada wajib pajak 

sendiri. Pajak Langsung tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada 

pihak lain. Salah satu pajak yang termasuk pajak langsung adalah Pajak 

Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dicurahkan kepada 

orang lain atau pihak ketiga. Salah satu pajak yang termasuk pajak tidak 

langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Menurut Sifat 

a. Pajak Subjektif, pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi dari 

setiap pribadi wajib pajak sebagai subjeknya. Salah satu contoh dari 

Pajak Penghasilan (PPh). 
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b. Pajak objektif, pengenaan pajak yang lebih memperhatikan kondisi dari 

objek pajaknya. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

a. Pajak Negara (Pusat), pajak yang lembaga pemungutnya merupakan 

pemerintah pusat dan pada umumnya hasil pemungutan pajak 

dimanfaatkan untuk membayar biaya rumah tangga negara. Contoh dari 

Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

b. Pajak Daerah, pajak yang Lembaga pemungutnya merupakan 

pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk membayar biaya rumah 

tangga setiap daerah. 

2.5 Pajak Penghasilan  

1. Pengertian Pajak Penghasilan  

Pengertian dari Pajak Penghasilan dijelaskan dalam Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 208 Tentang Perubahan Keempat 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak 

Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan 

badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh 

selama satu tahun pajak”.  
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Menurut (Resmi, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan 

sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang 

didapat oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. 

2. Subjek Pajak Penghasilan 

Dijelaskan oleh (Resmi, 2017, hal. 71) subjek pajak digolongkan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan. Penggolongan subjek pajak tersebut meliputi 

a. orang pribadi, 

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak, 

c. badan, 

d. pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).  

3. Wajib Pajak Penghasilan  

Wajib Pajak Penghasilan merupakan adalah orang pribadi atau 

badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan telah ditetapkan supaya melakukan kewajiban perpajakan di 

antaranya pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Resmi, 2017). 

4. Objek Pajak Penghasilan  

Menurut (Resmi, 2017) objek pajak penghasilan adalah tiap-tiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, yang 

bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang dimanfaatkan 

sebagai konsumsi atau membubuhkan kekayaan wajib pajak yang 
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berhubungan dengan dana dan dalam bentuk apapun. dari pengertian 

tersebut, Siti Resmi mengelompokkan penghasilan menjadi empat di 

antaranya adalah:  

a. Penghasilan atas pekerjaan seperti gaji, honorarium, penghasilan dari 

penghasilan dari pekerjaan bebas lainnya; 

b. penghasilan atas usaha dan kegiatan; 

c. penghasilan atas modal, berupa aset gerak maupun aset tidak gerak; 

dan  

d. penghasilan lain-lain. 

5. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final.  

Yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final dijelaskan 

dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008. Penghasilan yang bersifat final meliputi: 

a. bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang 

negara, serta bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang 

pribadi dari koperasi; 

b. hadiah undian; 

c. penghasilan atas persetujuan jual beli saham dan sekuritas lainnya, 

transaksi derivatif yang diperjualbelikan di bursa, serta transaksi 

penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangannya; 

d. penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 
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bangunan; serta penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh Peraturan 

Pemerintah.  

6. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) yang dikecualikan dari objek pajak 

meliputi 

a. Bantuan atau sumbangan. Termasuk zakat yang peroleh badan atau 

Lembaga amil zakat yang telah disetujui pemerintah serta zakat yang 

diperoleh penerima zakat yang berhak, termasuk juga sumbangan 

keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia dan sumbangan yang diperoleh penerima sumbangan 

yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

b. Harta hibahan yang peroleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan 

sosial, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan. 

c. Warisan. 

d. Setoran tunai diperoleh badan yang menjadi pengganti saham atau 

pengganti penyertaan modal. 

e. Pengganti atau imbalan atas pekerjaan yang diperoleh dalam wujud 

natural atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. 



14 

 

f. pembayaran kepada orang pribadi dari perusahaan asuransi berupa 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, serta asuransi beasiswa. 

g. Dividen diperoleh perseroan terbatas atas penyertaan modal pada 

badan usaha di Indonesia dengan dua syarat yaitu sumber dividen 

merupakan cadangan laba yang ditahan dan untuk perseroan 

terbatas, BUMN, BUMN dan BUMD kepemilikan saham pada 

badan paling sedikit 25% atas total modal yang disetor. 

h. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disetujui oleh 

Menteri Keuangan, baik yang ditanggung oleh pemberi kerja 

maupun pegawai. 

i. Penghasilan atas modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang 

dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan. 

j. Bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer termasuk 

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang modalnya 

tidak dibagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, 

dan kongsi. 

k. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura dalam bentuk 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan kegiatan di Indonesia, dengan dua syarat yaitu badan 

pasangan usaha termasuk perusahaan mikro, kecil, atau menengah 

yang menjalankan kegiatan dalam sektor yang telah diatur dalam 
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Peraturan Menteri Keuangan dan saham tidak diperdagangkan di 

bursa efek di Indonesia. 

l. Beasiswa yang melengkapi persyaratan yang ketentuannya diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

m. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan atau badan penelitian dan pengembangan, yang 

ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak tertentu 

dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang ketentuannya diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

2.6 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

1. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

a. Menentukan dasar pengenaan pajak. 

Dasar Pengenaan Pajak merupakan dasar untuk melakukan 

penghitungan pajak. Dasar pengenaan berbeda berdasarkan wajib 

pajaknya, untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap 

(BUT) dengan dasar pengenaan pajaknya berupa Penghasilan Kena 

Pajak. Dan untuk Wajib Pajak Luar negeri dasar pengenaan pajaknya 

adalah penghasilan bruto yang didapat. (Mardiasmo, 2018). 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga berbeda untuk Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan Badan. Untuk Wajib Pajak Badan PKP dinilai 

sebesar penghasilan neto yang telah dihitung, sedangkan untuk Wajib 
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Pajak Orang Pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi 

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

b. Menentukan penghasilan neto 

Besar penghasilan neto untuk Wajib Pajak dalam negeri untuk usaha 

tetap dan pekerjaan bebas ditentukan dengan dua cara meliputi: 

i. Menggunakan pembukuan 

Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilaksanakan 

dengan terstruktur untuk menghimpun data dan informasi keuangan 

yang diakhiri dengan membuat laporan keuangan meliputi neraca 

dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir (Mardiasmo, 

2018). Penghasilan neto dengan menggunakan pembukuan dihitung 

sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang 

diperkenankan UU PPh. 

ii. Menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. 

Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan 

penghasilan neto dihitung sebesar persentase norma penghitungan 

pajak penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha 

atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Norma 

Penghitungan penghasilan neto memiliki pedoman yang diciptakan 

dan disempurnakan secara berkesinambungan dan dipublikasikan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pedoman yang telah 

ditetapkan Menteri Keuangan. Syarat wajib pajak yang 

diperbolehkan melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak 
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menggunakan norma penghitungan neto di antaranya adalah 

peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.00 pertahun, mengajukan 

permohonan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan pertama dari tahun 

buku, menyelenggarakan pencatatan. 

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nominal yang sudah 

dipastikan atau ditentukan untuk mengurangi penghasilan neto Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Selain itu, besaran PTKP selalu 

disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi 

(Andiyanto, Susilo, & Kurniawan, 2013). Besarnya Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) belum mengalami perubahan sejak 2016 sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak 

Kena Pajak. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa besarnya penghasilan tidak 

kena pajak disesuaikan sebagai berikut: 

a. PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 54.000.000,00; 

b. tambahan PTKP untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 

4.500.000,00; 

c. tambahan PTKP sebesar Rp 54.000.000 untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan; 

d. tambahan PTKP sebesar Rp. 4.500.000 untuk tiap anggota keluarga 

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 
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angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) 

orang untuk setiap keluarga. 

3. Tarif Pajak Orang Pribadi dalam Negeri  

Tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 yang mendasari tarif 

pajak orang pribadi. Berdasarkan Pasal 17 dapat disusun lapisan 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan dengan tarif pajaknya. 

Tabel 2. 1. Tabel Tarif Pasal 17 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 15% 

Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 25% 

Di atas Rp. 500.000.000 30% 

Sumber: Pasal 17 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 

2.7 SPT  

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Disampaikan oleh (Mardiasmo, 2018), “Surat pemberitahuan (SPT) 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan 

objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.” 
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2. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018), Surat Pemberitahuan (SPT) 

memiliki fungsi sebagai media dalam melaporkan serta 

mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang terutang dan untuk 

melaporkan tentang: 

a. pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun 

Pajak; 

b. pendapatan yang menjadi objek pajak maupun bukan objek pajak; 

c. harta serta kewajiban; 

d. pembayaran dari pemotong atau pemungut terhadap pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain selama masa pajak 

yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang telah ditetapkan.  

3. Jenis SPT  

Menurut (Mardiasmo, 2018), secara garis besar Surat Ketetapan 

Pajak dibagi menjadi dua yang meliputi: 

a. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu masa 

pajak; dan 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu 

tahun pajak. 
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4. Jenis Formulir SPT Tahunan  

Dilansir dari website Online Pajak (ONLINEPAJAK, 2018), SPT 

Tahunan memiliki tiga jenis formulir meliputi: 

a. Formulir 1770S, adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk orang 

pribadi dengan penghasilan tahunannya lebih dari Rp. 60.000.000 dan 

untuk karyawan yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam 

periode satu tahun. 

b. Formulir 1770 SS, adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk orang 

pribadi yang menghasilkan pendapatan tahunan tidak melebihi Rp. 

60.000.000 dan ditentukan untuk karyawan yang bekerja pada satu 

perusahaan paling sedikit satu tahun. 

c. Formulir 1770, adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi 

yang menjadi pemilik bisnis atau menyandang keahlian tertentu dan 

tanpa ada ikatan kerja. Formulir ini juga digunakan oleh wajib pajak 

perorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan dengan PPh 

Final, penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Formulir 

1770 mencakup Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis 

pekerjaan. 

5. Batas Waktu Penyampaian SPT  

Disampaikan oleh (Mardiasmo, 2018) atas batas waktu adalah 

penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut: 

a. SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak. Khusus untuk PPN 

paling lama lahir bulan berikutnya. 
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b. SPT Tahunan WPOP paling lama 3 bulan sesudah berakhirnya tahun 

pajak. 

c. SPT Tahunan WP Badan paling lama 4 bulan sesudah berakhirnya akhir 

tahun pajak. 

6. Panduan Mengisi SPT Formulir 1770 Secara Manual 

Dilansir dari website online pajak (ONLINEPAJAK, 2018), berikut 

ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi SPT Formulir 1770 

secara manual: 

a. Memastikan tanda segi empat yang terdapat di setiap sudut lembar 

formulir SPT terlihat. Tanda segi empat tersebut berfungsi sebagai 

pembatas dokumen sehingga dokumen dapat dipindai.  

b. Menggunakan kertas F4 (8,5 x 1,3 inci) saat mencetak formulir SPT.  

c. Menjaga kertas formulir SPT supaya tidak rusak. 

d. Memastikan setiap identitas yang diisikan telah tertulis dengan rapi 

pada kotak yang telah disediakan sehingga terbaca jelas. Identitas yang 

diperlukan meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib 

pajak, jenis usaha atau pekerjaan, nomor telepon atau faksimile, status 

kewajiban perpajakan suami dan istri, NPWP suami atau istri. 

e. Mengisi bagian pendapatan neto. 

f. Mengisi bagian penghasilan kena pajak. 

g. Menghitung PPh yang terutang berdasarkan jumlah PPh yang telah 

dipotong dari setiap jenis penghasilan berdasarkan bukti potong yang 

bersifat final.  
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h. Menghitung kredit pajak. 

i. Menghitung PPh kurang/lebih bayar. 

j. Menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. 

k. Menyertakan lampiran pendukung yang dimiliki. 

l. Mengisi bagian pernyataan sebagai jaminan bahwa data dan informasi 

yang telah diisikan benar dan menjadi tanggungjawab wajib pajak. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1. Data Umum 

3.1.1. Profil HTC Training and Consulting 

Dalam dunia usaha terdapat peraturan perpajakan yang terus 

berkembang yang menuntut Wajib Pajak untuk terus update mengenai 

peraturan perpajakan yang terbaru untuk menghindari sanksi atau 

denda. Sanksi yang tergolong besar untuk sebuah pelanggaran yang 

harus ditanggung oleh Wajib Pajak dapat menyebabkan kesukaran 

likuiditas (kemampuan kewajiban membayar utang dan sebagainya 

pada waktunya) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi 

perusahaan. Dalam menghindari sanksi yang telah diatur maka wajib 

pajak diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dirikannya HTC Training 

& Consulting untuk memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di 

Yogyakarta untuk membantu Wajib Pajak. 

3.1.2 Bentuk HTC Training and Consulting 

HTC Training & Consulting (HTC) adalah perusahaan yang 

memberikan layanan berupa pelatihan (training) dan konsultasi 

(consulting). HTC menyiapkan pegawai yang profesional dan memiliki 

kemampuan teknikal dan analisis yang baik untuk membantu Wajib 

Pajak dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya secara 

mandiri.  
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3.1.3 Visi Misi HTC Training & Consulting 

“Visi: Menjadi perusahaan di bidang jasa pendidikan, pengembangan 

dan pelatihan akuntansi, manajemen, perpajakan, dan perbankan yang 

terbesar dan terpercaya.” 

Misi: 

1. “Menjadikan perusahaan mandiri dalam mengambil keputusan 

ekonomi melalui laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di 

Indonesia.” 

2. “Mewujudkan kemandirian dalam menjalankan hak dan kewajiban 

antara perusahaan dan pemerintah.” 

3. “Membantu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak di 

dalam masyarakat.” 

4. “Melakukan pendidikan, pengembangan dan pelatihan bagi calon 

profesional muda yang memiliki kompetensi praktik di bidang 

akuntansi, manajemen, perpajakan, dan perbankan.” 

5. “Menjadikan HTC sebagai tax agent di bidang perpajakan melalui 

pembinaan berkelanjutan terhadap Wajib Pajak.” 

3.1.4 Moto HTC Training & Consulting 

“Menjadi Bijak dan Pintar Bayar Pajak” 
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3.1.5 Struktur Organisasi HTC Training & Consulting 

Gambar 3. 1.  

Struktur Organisasi HTC Training & Consulting 

 
Sumber: Data dari HTC Training & Consulting 
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3.2 Data Khusus 

3.2.2 Pengisian SPT Formulir 1770 

SPT Formulir 1770 ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki 

penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari satu atau lebih 

pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, atau penghasilan 

dalam negeri dan luar negeri lainnya. Di dalam SPT Formulir 1770 terdapat 

bagian induk dan lampiran yang harus diisikan sesuai dengan keadaan 

Wajib Pajak, Pengisian SPT formulir 1770 dilakukan dari lampiran paling 

terakhir yaitu Lampiran IV, berikutnya Lampiran III, Lampiran II, dan 

Lampiran I. Setelah pengisian semua lampiran akan diisikan bagian Induk 

dari SPT Formulir 1770. 

3.2.2 Data Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengisian SPT Tahunan Orang pribadi 1770 diawali dengan 

melengkapi lembar isian Data Wajib Pajak. Dalam lembar pengisian 

tersebut terdapat beberapa data yang harus diisi sesuai dengan keadaan 

wajib pajak. Data pribadi Wajib Pajak yang sudah diisi akan mengisi secara 

otomatis pada bagian identitas yang terdapat dalam lampiran 1770 lainnya. 

Data Wajib Pajak yang perlu diisi di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Nama wajib pajak, diisikan sesuai dengan nama lengkap wajib 

pajak yang akan melaporkan Surat pemberitahuan.  

2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), diisikan sesuai dengan nomor 

identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya. 
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3. Jenis Usaha/Pekerjaan, diisikan sesuai dengan pekerjaan Wajib Pajak. 

4. Alamat, diisikan sesuai dengan alamat tempat tinggal wajib pajak. 

5. KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), diisikan kode yang telah ditetapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pekerjaan Wajib Pajak. 

Kode KLU untuk profesi dokter merupakan 86202. 

6. Nomor Telepon, diisikan dengan nomor telepon Wajib Pajak. 

7. Tahun Pajak, diisikan sesuai dengan tahun pajak di mana dilaporkannya 

SPT.  

8. Tempat Terdaftar, diisikan dengan tempat terdaftarnya NPWP Wajib 

Pajak.  

9. Tanggal dibuat SPT, diisikan sesuai tanggal SPT dibuat. 

10. Nama yang berhak menandatangani, diisikan nama yang akan 

menandatangani SPT.  

11. NPWP yang berhak menandatangani, diisikan dengan NPWP yang 

akan menandatangani SPT. 

Gambar 3. 2. Data Wajib Pajak Pribadi 

 

 

 

 

 

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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3.2.3 1770 Lampiran IV  

Pada Lampiran IV terdapat tiga bagian yang bisa diisikan sesuai 

kondisi tiap Wajib Pajak yaitu Bagian A, Bagian B, dan Bagian C. Bagian 

A berisikan daftar harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh wajib Pajak, 

Bagian B berisikan Kewajiban/Utang pada akhir tahun yang menjadi 

kewajiban Wajib Pajak, dan Bagian C berisikan daftar susunan anggota 

keluarga.  

1. Daftar Harta Akhir Tahun 

Lampiran IV Bagian A berisikan harta pada akhir tahun yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak. Bagian ini merencanakan jenis harta, tahun 

perolehan, harga perolehan dan keterangan lain sesuai dengan harta yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak. Pada tabel berikut harta pada akhir tahun yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak Eriko Cahyadie TERLAMPIR dengan harga 

perolehan sebesar Rp. 11.503.893.132. Rincian harta pada akhir tahun 

Wajib Pajak terlampir karena tidak mencukupinya tabel yang tersedia. 

Pada tabel harta pada akhir tahun terdapat enam kolom yang harus 

diisikan yaitu nomor, kode harta, jenis harta, tahun perolehan, harga 

perolehan, dan keterangan. Berikut ini penjelasan mengenai kolom pada 

Bagian A: 

a. Nomor, diisikan nomor urut. 

b. Kode Harta, diisikan sesuai dengan kode harta sesuai dengan 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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c. Jenis Harta. Diisikan sesuai dengan kode harta masing-masing harta 

yang dimiliki Wajib Pajak. 

d. Tahun Perolehan, diisikan tahun perolehan dari masing-masing harta 

yang dimiliki Wajib Pajak 

e. Keterangan, diisikan keterangan lain-lain yang diperlukan. 

Gambar 3. 3.  

Lampiran IV Bagian A 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

 

2. Kewajiban/Utang Akhir Tahun 

Lampiran IV Bagian B pada formulir 1770 berisikan 

kewajiban/utang pada akhir tahun yang menjadi tanggung jawab Wajib 

Pajak. Terdapat beberapa kolom yang harus diisikan meliputi nomor, 

kode harta, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun 

peminjaman, dan jumlahnya. Wajib Pajak Eriko Cahyadie tidak memiliki 

kewajiban atau utang kepada pihak lain selama tahun 2020 sehingga 

untuk Lampiran IV Bagian B dikosongkan. 
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Gambar 3. 4.  

Lampiran IV Bagian B 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

3. Daftar Susunan Anggota Keluarga 

Lampiran IV Bagian C pada formulir 1770 berisikan daftar 

susunan anggota keluarga Wajib Pajak. Bagian ini ditujukan untuk dasar 

menghitung PTKP Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

memiliki anggota keluarga seorang istri bernama Farah Cahyadie yang 

merupakan seorang pensiunan PNS. 

Gambar 3. 5.  

Lampiran IV Bagian C 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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3.2.4 1770 Lampiran III 

Pada formulir 1770 Lampiran III terdapat dua bagian yang harus 

diisikan yaitu Bagian A tentang Penghasilan yang dikenakan Pajak Final 

dan/Atau Bersifat Final, Bagian B tentang Penghasilan Yang Tidak 

Termasuk Objek Pajak.  

1. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final. 

Formulir 1770 Lampiran III Bagian A berisikan penghasilan yang 

dikenakan pajak final. Terdapat empat kolom yang harus diisikan 

meliputi nomor, jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak/penghasilan 

bruto, dan PPh terutang. 

Gambar 3. 6.  

Lampiran III Bagian A 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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 Dalam kolom jenis penghasilan terdapat rincian jenis-jenis 

penghasilan yang dikenakan/dipotong/dipungut pajak penghasilan yang 

bersifat final. Wajib Pajak dapat mengisikan penghasilan yang diperoleh 

yang termasuk penghasilan bersifat final sesuai dengan jenis-jenis 

penghasilan yang tersedia dalam kolom. Untuk Wajib Pajak Eriko 

Cahyadie memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final atas 

pesangon yang dibayarkan sekaligus dengan penghasilan bruto sebesar 

Rp. 2.046.000 dengan tarif 0% yang dipotong dari Yayasan RS Maria 

dengan nomor bukti potong 1.3-08.20-0012345. 

2. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak. 

Lampiran III Bagian B berisikan tabel penghasilan wajib pajak yang 

tidak termasuk objek pajak. Terdapat tiga kolom yang diisikan sesuai 

dengan keadaan Wajib Pajak yaitu nomor, sumber/jenis penghasilan, dan 

penghasilan bruto dalam rupiah. Wajib Pajak Eriko Cahyadie tidak 

memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.  

Gambar 3. 7.  

Lampiran III Bagian B 

 

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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3. Penghasilan Istri/Suami yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah 

Lampiran III Bagian C berisikan tabel yang merincikan penghasilan 

istri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Wajib Pajak Eriko 

Cahyadie dengan berstatus PH MT. 

Gambar 3. 8.  

Lampiran III Bagian C 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

3.2.5 1770 Lampiran II 

Formulir 1770 Lampiran II berisikan daftar PPh yang 

dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri, 

dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam Lampiran II terdapat tujuh 

kolom yang diisikan sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang meliputi nomor, 

nama pemotong/pemungut pajak, NPWP pemotong/pemungut pajak, bukti 

pemotongan/pemungutan yang terdiri atas nomor dan tanggal, jenis pajak, 

dan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam rupiah. Untuk Wajib Pajak 

Eriko Cahyadie memiliki Lampiran II sebanyak tiga halaman sesuai dengan 

jumlah bukti potong yang dimiliki dengan total PPh yang dipotong/dipungut 

sebesar Rp. 368.566.686. 
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Gambar 3. 9.  

Lampiran II Bagian A 

 

Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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3.2.6 1770 Lampiran I  

Formulir 1770 Lampiran I menunjukkan penghasilan neto dalam 

negeri yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Lampiran I memiliki empat 

bagian yang bisa diisikan sesuai dengan keadaan Wajib Pajak dan setiap 

bagian merincikan penghasilan neto dari berbagai sumber. 

1. Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau 

Pekerjaan Bebas (Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan 

Pembukuan).  

Lampiran I Bagian A merincikan besarnya penghasilan neto dalam 

negeri yang diterima oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan 

pembukuan. Sesuai dengan Wajib Pajak Eriko Cahyadie yang 

menyelenggarakan norma penghitungan, pada lampiran ini tidak diisikan 

data.  

2. Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas 

(Bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Norma Pencatatan) 

Lampiran I Bagian B mericikan besarnya penghasilan neto dalam 

negeri yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dari usaha atau 

pekerjaan bebasnya dan menyelenggarakan norma penghitungan sesuai 

kondisi Wajib Pajak Eriko Cahyadie yang memiliki peredaran bruto 

kurang dari Rp. 4.800.000.000. Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki 

peredaran bruto sebesar Rp. 3.209.925.740 dari menjalankan praktek 

dokter di dua rumah sakit yaitu Rumah Sakit Maria dan Rumah Sakit 

Center. Dan untuk norma dokter sebesar 50% sehingga penghasilan neto 
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Wajib Pajak Eriko Cahyadie sebesar Rp. 1.604.962.870. Total 

penghasilan neto Lampiran I Bagian B ini akan diteruskan ke 1770 Induk 

Bagian A tabel penghasilan neto nomor satu.  

Gambar 3. 10.  

Lampiran I Bagian B 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan (Tidak 

Termasuk Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final). 

Formulir 1770 Lampiran I Bagian C berisikan tabel penghasil neto 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tetapi tidak termasuk 

penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Terdapat lima kolom 

yang bisa diisikan sesuai dengan keadaan Wajib Pajak. Wajib Pajak 

Eriko Cahyadie menerima dua penghasilan neto dalam negeri 

sehubungan pekerjaannya dengan jumlah Rp. 87.191.540. Hasil 

penjumlahan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan ini akan diteruskan ke Formulir 1770 Induk Bagian A nomor 

dua. 
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Gambar 3. 11.  

Lampiran I Bagian C 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

4. Penghasilan Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan yang 

Dikenakan PPh Bersifat Final) 

Lampiran I Bagian D merincikan penghasilan dalam negeri lainnya 

yang tidak dikenakan PPh bersifat final. Terdapat tiga kolom yang harus 

diisikan sesuai keadaan Wajib Pajak yaitu nomor, jenis penghasilan, dan 

jumlah penghasilan. Untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadi tidak memiliki 

penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh bersifat 

final. 

Gambar 3. 12.  

Lampiran I Bagian D 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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3.2.7 1770 Induk  

Formulir 1770 Bagian Induk berisikan Penghitungan Pajak Terutang 

berikutnya yang harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan dilaporkan yaitu 

tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Pada 1770 Induk terdapat tujuh bagian 

yang harus diisi sesuai dengan kategorinya. Identitas, berikut ini penjelasan 

bagian Formulir 1770: 

1. Ada beberapa identitas yang dipastikan terisi sebelum mengisi Formulir 

1770 Induk. Pengisian tahun pajak disesuaikan dengan tahun pajak SPT 

yang dilaporkan. Metode yang dipakai antara pembukuan atau 

pencatatan, metode yang digunakan diberikan tanda X. Lalu pengisian 

pembetulan ke berapa SPT dibuat, untuk Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

merupakan pembetulan ke-0 yang artinya belum dilakukannya 

pembetulan.  

Gambar 3. 13.  

Identitas Wajib Pajak pada Formulir 1770 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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2. Bagian A. Penghasilan Neto 

Ada beberapa kolom bagian penghasilan neto yang harus diisi oleh 

Wajib Pajak. Berikut ini pengisian Bagian A. Penghasilan Neto untuk 

Wajib Pajak Eriko Cahyadi: 

a. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha/atau pekerjaan bebas 

sebesar Rp. 1.604.962.870. Angka ini merupakan terusan dari 

Lampiran I jumlah Bagian B. 

b. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 

Rp. 87.191.540. Angka ini merupakan jumlah dari Lampiran I Bagian 

C yang merupakan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.  

c. Penghasilan dalam negeri lainnya sebesar Rp. 0. Angka ini merupakan 

terusan dari Lampiran I Bagian D. 

d. Penghasilan neto luar negeri sebesar Rp. 0. 

e. Jumlah penghasilan neto sebesar Rp. 1.692.154.410. Angka tersebut 

merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan neto pada nomor 

satu, dua, tiga, dan empat.  

f. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp. 0.  

g. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan 

keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp. 1.692.154.410. Angka 

tersebut merupakan total penghasilan neto (nomor 5) dikurangi zakat 

atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (nomor 6) 
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Gambar 3. 14.  

1770 Bagian A. Penghasilan Neto 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

3. Bagian B. Penghasilan Kena Pajak 

Bagian B diisi untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari 

Wajib Pajak. Beberapa bagian diisi sesuai dengan keadaan Wajib Pajak.  

a. Kompensasi kerugian sebesar Rp. 0, angka ini sesuai dengan keadaan 

Wajib Pajak Eriko Cahyadie yang menggunakan norma 

penghitungan, sedangkan kompensasi kerugian diperuntukkan bagi 

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. 

b. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian sebesar Rp. 

1.692.154.410. Angka tersebut merupakan hasil dari jumlah 

penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan 

keagamaan wajib (nomor 7) dikurangi kompensasi kerugian (nomor 

8). 

c. Penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 58.500.000. Angka tersebut 

sesuai dengan keadaan Wajib Pajak Eriko Cahyadi K/0 yaitu kawin 

den tidak mempunyai tanggungan, sehingga PTKP untuk kawin Rp. 

54.000.000 dijumlah dengan PTKP istri sebesar Rp. 4.500.000. 
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d. Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 1.633.654.410. Angka tersebut 

merupakan hasil jumlah penghasilan neto setelah kompensasi 

kerugian (nomor 9) dikurangi PTKP (nomor 10). 

Gambar 3. 15.  

1770 Bagian B. Penghasilan Kena Pajak 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

4. Bagian C. PPh Terutang 

Bagian C merincikan penghitungan PPh terutang Wajib Pajak. 

Berikut keterangan dari masing-masing nomor: 

a. PPh terutang sebesar Rp. 435.096.000. Angka tersebut merupakan 

hasil Penghasilan Kena Pajak (nomor 11) dihitung dengan 

menggunakan tarif pasal 17. Berikut tabel perhitungan PPh terutang 

Wajib Pajak eriko Cahyadie: 

Tabel 3. 1.  

Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

Tarif PKP PPh Terutang (Tarif x PKP) 

5% Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000 

15% Rp. 200.000.000 Rp. 30.000.000 

25% Rp. 250.000.000 Rp. 62.500.000 

30% Rp. 1.133.654.410 Rp. 340.096.323 

Total Rp. 1.633.654.410 Rp. 435.095.323 

Sumber: Penghitungan 

b. Pengembalian Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan 

sebesar Rp. 0.  
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c. Jumlah PPh terutang sebesar Rp 435.096.000. Angka tersebut 

merupakan hasil dari penjumlahan antara PPh terutang (nomor 12) 

dengan pengembalian pengurangan PPh Pasal 24 yang telah 

dikreditkan (nomor 13). 

 

Gambar 3. 16.  

1770 Bagian C. PPh Terutang 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

 

5. Bagian D. Kredit Pajak 

Bagian kredit pajak memiliki empat nomor yang dapat diisi sesuai 

dengan keadaan Wajib Pajak. Berikut penjelasan pengisian sesuai 

keadaan Wajib Pajak Eriko Cahyadie: 

a. Pph yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar 

atau dipotong luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah sebesar Rp. 

368.116.886. Angka ini diisi dari Lampiran II Bagian A. 

b. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp. 66.979.115. Angka ini 

merupakan hasil pengurangan jumlah PPh terutang (nomor 14) 

dikurangkan dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, pph 

yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung 

pemerintah (nomor 15). 
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Gambar 3. 17.  

1770 Bagian D. Kredit Pajak 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

 

6. Bagian E. PPh Kurang/Lebih Bayar 

Bagian E merupakan penghitungan PPh kurang atau lebih bayar 

dalam setahunnya. Wajib Pajak Eriko Cahyadie memiliki pajak 

penghasilan yang kurang dibayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp. 66.979.115 

setahunnya yang dilunasi pada tanggal 25 Maret 2021. 

Gambar 3. 18.  

1770 Bagian E. PPh Kurang/Lebih Bayar 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

 

7. Bagian F. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya. 

Bagian Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya diisi untuk 

menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

Wajib Pajak Eriko Cahyadie menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun 

berikutnya dihitung dengan mengalikan 1/12 dengan jumlah nomor 16a. 
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Gambar 3. 19.  

1770 Bagian F Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

 

8. Bagian G. Lampiran 

Bagian Lampiran diisikan lampiran-lampiran yang disertakan selain 

formulir 1770-I sampai dengan 1770-IV baik yang diisi maupun yang 

tidak diisi. Kategori dokumen yang dilampirkan akan diberi tanda X. 

Wajib Pajak Cahyadie melampirkan beberapa dokumen meliputi SSP 

Lembar ketiga PPh Pasal 29, rekapitulasi bulanan peredaran bruto, bukti 

pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan 

yang dibayar/dipotong luar negeri, fotocopy formulir 1721-A1 dan atau 

1721-A2 sebanyak 1 lembar. 

Gambar 3. 20.  

1770 Bagian G. Lampiran 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 

 

9. Pernyataan. 

Bagian pernyataan diisikan data yang menandatangani SPT, hal ini 

untuk memberikan jaminan bahwa SPT telah diisikan dengan benar dan 

lengkap. Terdapat pilihan antara Wajib Pajak dan Kuasa. Pemberian 

tanda X pada Wajib Pajak karena SPT ditandatangani langsung oleh 
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Wajib Pajak Eriko Cahyadie. Wajib Pajak tidak memberikan kuasa 

khusus kepada seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban 

pajaknya. Selanjutnya pengisian tanggal ditandatanganinya SPT, Wajib 

Pajak Eriko Cahyadie menandatangani dan melaporkan pajaknya pada 

tanggal 29 maret 2021. Berikutnya pengisian Nama Lengkap dan NPWP 

sesuai identitas Wajib Pajak yang menandatangani SPT. Terakhir 

melakukan pengisian tanda tangan.  

Gambar 3. 21.  

1770 Bagian Pernyataan 

 
Sumber: SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Eriko Cahyadie 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari penulisan laporan magang berjudul “MEKANISME 

PENYUSUNAN SPT TAHUNAN MANUAL PPh ORANG PRIBADI 

FORMULIR 1770 (STUDI KASUS HASIL MAGANG DI HTC 

TRAINING & CONSULTING” dapat disimpulkan bahwa: 

1. Formulir 1770 ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki pendapatan atau penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, 

penghasilan yang dikenakan PPh Final, dan penghasilan dalam negeri 

maupun luar negeri lainnya. Selain itu ditujukan juga untuk Wajib Pajak 

yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.  

2. Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770 dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak untuk melaporkan penghasilannya selama satu tahun dengan 

batas waktu penyampaian tiga bulan setelah akhir tahun pajak. 

4.2 Saran 

Dari penulisan laporan magang ini, terdapat beberapa saran yang diberikan 

penulis adalah untuk memastikan data yang diperlukan untuk pengisian SPT 

Tahunan Wajib Pajak telah lengkap dan benar sehingga tidak diperlukan 

konfirmasi ulang yang menghambat update data Wajib Pajak.   
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Lampiran 1. Formulir 1770 Induk 
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Lampiran 2. 1770 Lampiran I Halaman 1 
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Lampiran 3. 1770 Lampiran I Halaman 2 
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Lampiran 4. 1770 Lampiran II Halaman 1 
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Lampiran 5. 1770 Lampiran II Halaman 2 
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Lampiran 6. 1770 Lampiran II Halaman 3 
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Lampiran 7. 1770 Lampiran III 
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Lampiran 8. 1770 Lampiran IV 
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Lampiran 9. Daftar Penghasilan Bruto 
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Lampiran 10. Daftar Harta Akhir Tahun 
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Lampiran 11. Daftar Bukti Potong Tidak Final 
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Lampiran 12. Bukti Potong Final 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Magang 

 

 

  



61 

 

Lampiran 14. Surat Permohonan Data 
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Lampiran 15. Surat Izin Pengambilan Data 

 

 


